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A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis dari para pengusaha di dalam suatu negara
membawa dampak yang sangat baik serta tambahnya usaha dalam berbagai
bidang. Namun dengan adanya teknologi yang semakin cepat, maka tingkat
persaingan yang terjadi dalam dunia perdagangan semakin ketat pula, sehingga
perusahaan dituntut untuk selalu tanggap dan peka dalam menyusun strategi
bisnis yang tepat sehingga mampu mengantisipasi segala perubahan
lingkungan baik di eksternal maupun di lingkungan internal sehingga tetap
dapat hidup dan mampu bersaing dengan perusahaan lain.!

Kota-kota besar di Indonesia pada umumnya selain menjadi wilayah
pemukiman, juga berkembang sebagai kota perdagangan, jasa dan industri.
Pemerintah kota yang berkembang pada umumnya terus berusaha
mengembangkan fasilitasfasilitas yang mendukung akvitas masyarakat, seper
pasar tradisional dan modern, perumahan, tempat ibadah, perbankan, sarana
pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan
ekonomi pada suatu kota menjadi tujuan bagi pemasaran berbagai produk, baik
barang maupun jasa. Seiring dengan perkembangan sektor perdagangan dan
jasa, media yang digunakan untuk pengiklanan produk atau jasa juga

berkembang. Pemanfaatan teknologi dan media iklan melalui reklame juga
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semakin banyak. Penggunaan reklame sebagai media iklan harus dilakukan
berdasarkan ketentuan dan peraturan daerah yang berlaku.?

Bentuk perusahaan tidak ingin keterbelakangan dalam dunia bisnis,
perusahaan melakukan pengembangan produk baru dengan tepat dan
menyelaraskan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dengan baik.
Penyebab salah satunya dari faktor promosi yaitu berupa reklame, karena
dengan pemasangan reklame, suatu perusahaan dapat mengenalkan sekaligus
memasarkan produknya kepada masyarakat luas secara tidak langsung. Upaya
menyampaikan informasi atau pesannya kepada konsumen yang tersebar luas
di berbagai tempat, serta untuk menjaga pesan atau informasi mengenai produk
yang akan diberikan melalui teknik pemasangan Reklame.® Pembangunan
reklame yang berbentuk billboard, LED dan juga pemasangan spanduk-
spanduk sekitar jalan raya merupakan pemandangan yang tidak asing lagi
untuk saat ini.*

Sebuah iklan suatu produk dari sebuah perusahaan dapat disebarkan
melalui beragai media seperti diantaranya media cetak, media elektronik dan
media online. Biasanya produk tersebut disebarluaskan dan dikenalkan kepada
masyarakat secara tidak langsung melalui reklame. Reklame berasal dari
Bahasa Belanda dan diambil dari Bahasa Perancis yaitu reclaimire yang berarti

berteriak berulang-ulang, mungkin pada masa lalu seorang pejabat atau
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pengusaha ingin memperkenalkan suatu pengumuman atau peluncuran produk
baru maka dipergunakan alat mirip corong untuk meneriakkan dan memanggil
secara berulang-ulang agar menarik perhatian penggemarnya.® Iklan atau
reklame berkaitan erat dengan cara berproduksi industri modern yang
menghasilkan produk-produk dalam kuantitas besar, sehingga harus mencari
pembeli.® Maraknya reklame yang berfungsikan sebagai sarana promosi
mengakibatkan digemari oleh masyarakat terkhusus pengusaha, namun ini
harus berbanding lurus dengan keteraturan dalam pemasangannya, estetika
serta keindahan harus diperhatikan, sehingga diperlukan perhatian dalam hal
pemasangannya.’

Keperluan di dalam penataan penertiban, pengawasan dan peningkatan
pelayanan penyelenggaraan reklame wajib dijamin oleh peraturan perundang-
undangan mengenai izin penyelenggaraan reklame baik di pemerintahan pusat
maupun di daerah. Sebab kembali lagi kepada tujuan hukum yang dikatakan
olen Gustav Radbruch yaitu ada 3 (tiga) tujuan hukum yaitu kemanfaatan
(Zwechmassigkeit), kepastian (Rechtssicherheit) dan keadilan (Gerechtigkeit).®
Pemenuhan terhadap ketiga nilai tersebut memang sulit, ditambah diterapkan

dalam kasus in concreto yang mana masing-masing pihak menuntut untuk
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mendapatkan porsi keadilan dan kemanfaatan dan di lain pihak ada yang
menuntut agar kepastian hukum harus didahulukan.®

Bentuk untuk menjamin adanya kepastian hukum agar diterapkan dapat
melihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kepala daerah yang mengatur
mengenai izin penyelenggaraan reklame yaitu Peraturan Walikota Magelang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang lIzin Penyelenggaraan Reklame. Pengertian
reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk, susunan
dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang
ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang
yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu
tempat oleh umum. (Pasal 1 butir 6 Peraturan Walikota Magelang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame).

Izin adalah Izin Penyelenggaraan Reklame (Pasal 1 butir 9 Peraturan
Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2009 tentang lzin Penyelenggaraan
Reklame). Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun
2009 tentang lzin Penyelenggaraan Reklame berisikan setiap pemasangan
reklame wajib memperoleh izin tertulis dari Walikota. Pemberian izin

didelegasikan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.
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Kota Magelang masih terdapat beberapa penyelenggara reklame yang
tidak memiliki izin sama sekali. Daerah Taman Tanggul Kali Kota di Jalan A
Yani Kota Magelang telah terdapat pemasangan papan iklan ukuran besar
namun penyelenggara reklame di daerah Taman Tanggul Kali Kota sedang
mengurus izin, dan selagi mengurus izin, penyelenggara reklame langsung
memasang reklame.l® Permasalahan pemasangan reklame tersebut
mengindentifikasi masih adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan
pemasangan reklame di koridor-koridor jalanan.!

Berdasarkan uraian tersebut penyelenggara belum mengantongi izin
reklame kemudian langsung memasang reklame, sehingga menimbulkan
adanya ketidak adilan bagi orang-orang yang telah berizin reklame kepada
Pemerintah Kota Magelang. Di samping itu, reklame yang tidak berizin
dianggap merusak estetika dan Kota Magelang tidak mendapatkan
kemanfaatan atas reklame yang telah dipasang di daerah Taman Tanggul Kali
Kota di Jalan A Yani Kota Magelang. Berdasarkan latar belakang inilah,
penulis ingin mengambil judul tentang “Penegakan Hukum terhadap

Pelanggaran Izin Reklame di Kota Magelang”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

penulis memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:
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1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota
Magelang?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap
pelanggaran izin reklame di Kota Magelang?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh rumusan
masalah, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap
pelanggaran izin reklame di Kota Magelang; dan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap
pelanggaran izin reklame di Kota Magelang.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang akan diambil dari penulisan ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam
pengembangan Ilmu Hukum dalam Hukum Administrasi Negara yang
berkaitan dengan tujuan atau topik dari penelitian yaitu mengenai
persoalan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota
Magelang dan hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin
reklame di Kota Magelang.

2. Manfaat Praktis



Manfaat praktis ini diharapkan menjadi referensi yang dapat
digunakan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah informasi
bagi masyarakat dan Bapak Kepala BPMPPT yang berkaitan dengan
tujuan atau topik dari penelitian yaitu mengenai penegakan hukum
terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Magelang dan hambatan

penegakan hukum terhadap pelanggaran izin reklame di Kota Magelang.



